
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.950, 2021 KEMENSOS. Program Sembako. Pelaksanaan. 

Pencabutan. 

 
 

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2021 

TENTANG 

PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan program bantuan pangan 

nontunai guna memberikan pilihan dan kendali kepada 

keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan 

pangan, perlu melaksanakan program sembako; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Sosial tentang Pelaksanaan Program Sembako; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 
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4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui 

Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 

7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 86); 

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136);  

9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang 

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156); 

10. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang 

Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270); 

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1517); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 

tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian 
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Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial 

pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147); 

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan 

Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 75); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PELAKSANAAN 

PROGRAM SEMBAKO. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, 

atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau 

masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan 

terhadap risiko sosial. 

2. Elektronik Warung Gotong Royong yang selanjutnya 

disebut e-warong adalah unit usaha di bidang 

perdagangan sembako yang bekerja sama dengan bank 

penyalur dan telah ditetapkan oleh Menteri Sosial 

sebagai tempat penarikan atau pembelian Bantuan 

Sosial.  

3. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat 

KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima 

manfaat program sembako. 

4. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disebut 

BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara 

nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM 
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melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk 

membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-

warong. 

5. Program Sembako adalah program Bantuan Sosial 

pangan yang merupakan pengembangan dari program 

BPNT dengan perubahan nilai bantuan dan jenis bahan 

pangan. 

6. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat 

dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial 

untuk menampung dana Program Sembako yang akan 

disalurkan kepada KPM.  

7. Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS 

adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang 

elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan 

sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial. 

8. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut 

KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, 

tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam 

melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga. 

9. Aplikasi Pembelanjaan adalah sistem informasi yang 

memuat transaksi berupa jenis, jumlah, dan harga 

pembelian bahan pangan oleh KPM sesuai dengan 

tahapan penyaluran berupa point of sale yang dikelola 

oleh Bank Penyalur dan dipergunakan oleh e-warong 

dalam penyaluran Program Sembako. 

10. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan 

Anggaran Negara yang selanjutnya disebut aplikasi OM-

SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka 

memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan 

dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai 

dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan 

berbasis web. 

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang sosial. 
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Pasal 2 

(1) Program Sembako bertujuan untuk: 

a. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui 

pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; 

b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang 

kepada KPM; 

c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, 

tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat 

harga, dan tepat administrasi; dan 

d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali 

kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. 

(2) Manfaat Program Sembako untuk meningkatkan: 

a. ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai 

mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan 

kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem; 

b. peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari 

KPM, oleh KPM, dan untuk KPM;  

c. efisiensi penyaluran Bantuan Sosial; 

d. akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan 

perbankan;  

e. transaksi nontunai;  

f. pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha 

mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan 

g. pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan 

gizi. 

 

Pasal 3 

(1) KPM merupakan keluarga yang telah tercantum dalam 

data terpadu kesejahteraan sosial. 

(2) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diutamakan untuk peserta program keluarga harapan 

yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. 

 

Pasal 4 

(1) Program Sembako disalurkan di lokasi dengan kriteria: 

a. tersambung dengan jaringan internet atau sinyal 

telekomunikasi; dan/atau 


